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BA B I V 

PEN II T Ii P 

1. 	Kesimpulan 

1. a. UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 menambahkan dua (2) subyek pemohon 

yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, yaitu Bank Indonesia dan 

Sadan Pengawas Pasar Modal. 

b. 	 Penyempurnaan !->yarat pemyataan pailit. Kalau dulu sebdum F. V. diubah 

mcycbutkan syarat bahwa dcbitur "dalam keadaan tdah berhcnti mcmbayar 

hutang-hutangnya", maka setelah F.V. diubah menjadi UU Kepailitan No.4 

Tahun 1998, ada 3 pernyataan yang harus dipenuhi agar pernyataan pailit 

dapat dijatuhkan, yaitu debitur tidak membayar satu hutangnya dari kreditur, 

telah jatuh waktunya dan utangnya dapat ditagih. 

c. 	 Sebelum diberlakukannya UU Kepailitan No.4 Tahun 1998, pennohonan 

kepailitan diajukan ke Pengadilan Negcri sctcmpat tanpa adanya jangka 

waktu yang pasti. Namun scte1ah diberlakukannya UU 
( 

Kepailitan No 4 

Tahun 1998 permohonan kepailitan diajukan kc Pcngadilan Niaga yang 

wilayahnya meliputi tempat tinggal debitur. Dan Pcngadilan Niaga harus 

sudah mengcluarkan putusannya max 30 hari setelah permohonan 

dilanjutkan. Demikian juga halnya dengan MA harus sudah mengeluarkan 

putusannya max 30 hari sejak didaftarkannya permohonan kasasi. 

d. 	 Adanya kewajiban menggunakan bantuan penasehat hukum/pengacara yang 

mempunyai izin praktek. 
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( 

e. 	 Adanya kerangka waktu (lime limil) yang pasti bagi pengambilan putusan 

pernyataan pai Iit. 

f 	 Adanya tambahan pel1gaturan tentang tindakan sementara yang dapat 

diambil oleh pihak kreditur diatas kekayaan debitur sebelum adanya putusan 

kepai Iitan. 

2. 	 UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 b<;:risi pcncabutan, perubahan dan 

penambahan peraturan kepailitan. Tapi kenyataannya UU Kepailitan No. 4 

tahun 1998 masih banyak mempunyai kelemahan, yang dalam prakteknya 

menimbulkan "benturan". Salah satunya adalah tidak adanya jumlah minimal 

piutang yang harlls dibayar kreditur. Dengan tidak adanya jumlah minimal 

piutang kreditur menyebabkan kedudukan debitur dalam keadaan yang 

dirugikan, contohnya adalah kasus PT. Modernland Realty (Tbk). Sehingga 

dengan demikian tujuan "penyempurnaan" yang dilandasi sebagaimana 

dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 tidak 

tercapai. 

2. 	Saran 

Penyempurnaan terhadap UU Kepailitan No.4 Tahun 1998, terlepas dari 

motifpolitik atau ekonomi, patut disambut baik. Namun usaha penyempumaan 

yang terus menerus lerhadap penyempumaan UU Kepaililan tcrsebut harus 

tctc.p di1c.kukc.n tcrutc.ma terhadap beberapa peraturan yang diambil dapat 

menghambat pelaksanaan peraturan tersebut secara adil sesuai dengan 

tujuannya. Oleh karena itu berkaitan dengan kasus PT. Modemland Realty 
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(Tbk) ini, dihubungkan dengan UU Kepailitan No. ..t Tahun 1998, saran 

say a seperti terurai dibawah ini : 

u. 	 Dengan terjadinya kasus yang dialami oleh PT. Modernland Realty (Tbk) 

hcndaknya mcmberikan pe1ajaran bcrharga bagi para hakim unluk lebih 

berhati-hati dalam menginteprestasikan suatu masalah yang di~iukan 

kcpadanya. llakim Niaga harus bcnar-benar jeli memisahkan pcrkara

perkara mana yang terl11asuk pcrkara kcpailitan yang menjadi 

wcwcnangnya dan pcrkara mana yang Il1cnjadi \\cwcnang Pengadilan 

Negcri. Kepailitan hcndaknya dijadikan "/111111111/11 rl'flll'dIllJll" jika tidak 

ada jalan lain untuk mcnyclcsaikan masalah pcrniagaan. Karcna dcngan 

adanya pcrnyataan pailit akan mc'lllbawa akibat yang IlIas, tidak saja bagi 

pihak yang dipaililkan, tapi juga pihak-pihak lain yang bcrkaitan 

dengannya. 

b. 	 Selain orangnya, pcraturan yang ada dalam UU Kepailitan No.4 Tahun 

1998 masih perlu disempurnakan yaitu dengan memberikan ketentuan 

mengenai limitfjumlah minimal piutang kredilur sebagai syarat untuk 

mengajukan permohonan kepailitall. Ilcndaknya pelTIerintah segera 

membentuk Peraturan PelTIeri ntah (PP) untuk menyiasati pasal-pasal 

"karet" yang ada dalam UU Kepailitun NO.4 Tahull 1998. Pemerintah RI 

pun bisa meniru UU Kepailitan Australia, dcngan membagi UU Kepailitan 

menjadi 2 (dua) peruntukan, yaitu UU Perusahaan yang mengatur khusus 

pcrusahaan dan UU Perorangan untuk ku:;i...i:; j:i;,;;-vi'uiiguii. UU :'};;i'i...i:;..huuii 

itu yang merupakan bagian dari UU Kepailitan mel1liliki cakupan antara 
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lain : ma~alah penyelesaian administrasi secara sl::karela, rencana perusahaan, 

tingkat penerimaan, likuidasi baik secara sukarela maupun berdasarkan 

kebijakan pemerintah serta penjelasan dari rencana penyelesaian. Sedangkan 

uniuk UU Pt;rorangan, cakupannya antara lain masalah kepailitan, rencana 

kepailitan dari pihak lain, penjadwaJan perintah bayar dan kesepakatan ulang 

mengenai utang. 
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